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ABSTRAK

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga yang
berwenang melakukan pembinaan terhadap residivis anak. Dalam melakukan
pembinaan terhadap residivis anak, LPKA haruslah melakukan pembinaan di
bidang-bidang tertentu seperti bidang pendidikan, keagamaan, Kkedisiplinan,
ataupun keterampilan tanpa mengabaikan hak-hak yang dimiliki residivis anak.
Pembinaan terhadap residivis anak haruslah berbeda dengan pembinaan
narapidana anak non residivis agar pembinaan lebih maksimal. Selain itu,
pembinaan terhadap residivis anak juga harus sesuai dengan tujuan pemidanaan
agar residivis anak ini mengalami efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya di
kemudian hari serta mengubah perilaku residivis anak menjadi pribadi yang lebih
baik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Field Research yang sumber
datanya diperoleh langsung dari LPKA Kelas Il Yogyakarta. Sifat dari penelitian
ini adalah deskriptif analitik dengan menyajikan data-data yang ada di lapangan
menjadi sistematika sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.
Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan memperhatikan
perundang-undangan dan mengaitkanya dengan kondisi di lapangan. Teknik yang
digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara dengan
pihak-pihak terkait, dokumentasi dan observasi yang dilakukan langsung di LPKA
Kelas Il Yogyakarta.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah LPKA Kelas Il Yogyakarta tidak
membedakan pembinaan antara narapidana anak yang berstatus residivis dengan
non residivis. Hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor sarana
dan pra sarana, sumber daya manusia, dan peraturan perundang-undangan. Sudah
seharusnya LPKA dalam melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap residivis
anak memberikan porsi pembinaan lebih agar lebih maksimal dan tercapainya
tujuan pemidanaan. Pembinaan yang relevan dan ideal terhadap residivis anak
dapat ditekankan dengan bimbingan mental (pendidikan agama, kepribadian dan
budi pekerti, pendidikan umum), bimbingan sosial (kesempatan asimilasi dan
integrasi dengan masyarakat luar), bimbingan keterampilan (kursus, pelatihan
kecakapan), bimbingan mentaati peraturan, bimbingan lain (perawatan kesehatan
dan seni budaya)

Kata Kunci : Pembinaan Residivis Anak, Residivis Anak, Lembaga
Pembinaan Khusus Anak.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Proses pembinaan terhadap anak dilakukan secara khusus yang
dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Tentunya dalam melakukan
pembinaan tersebut dibutuhkan peran dari beberapa pihak diantaranya adalah
peran pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar

nantinya proses pembinaan mendapatkan hasil yang maksimal.

Untuk mencapai sistem pembinaan yang baik, partisipasi bukan hanya
datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping juga narapidana itu
sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas
pemasyarakatan  senantiasa  bertindak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip
pemasyarakatan. Seorang petugas pemasyarakatan barulah bisa dianggap
berpartisipasi jika ia sanggup menunjukan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya
dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap

narapidana.’

Dalam hal melakukan pembinaan, terdapat berbagai narapidana anak
dengan latar belakang tindak pidana yang berbeda-beda.pembina haruslah
melakukan pembinaan tanpa membeda-bedakan status ataupun latar belakang dari

narapidana anak tersebut baik itu dari kalangan orang kaya atau miskin, ataupun

1 H. Salim, Penerapan Teori Hukum Pada PenelitianDesertasi Dan Tesis, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2014), him. 160



mempunyai kedudukan tertentu.” Tentunya, terkait dengan narapidana anak atau
yang disebut dengan anak adalah orang yang telah berusia 12 tahun tetapi belum

mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.’

Untuk melakukan pembinaan, tentunya harus ada peraturan-peraturan
yang mengatur tentang bentuk-bentuk ataupun pola pembinaan terhadap
narapidana. Berdasarkan surat keputusan mentri kehakiman RI. No: M.02-
PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana /Tahanan selanjutnya
bentuk-bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana meliputi:

a. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara pembina
dengan yang dibina.

b. Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku
melalui keteladanan.

c. Pembinaan berencana, terus menerus, dan sistematis,

d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan
bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, dan

mental spiritual,

Menurut Bambang Poernomo, dalam melakukan pembinaan dengan
bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat

meliputi beberapa cara pelaksanaan, yaitu:*

2 Sudarsono, Kenakalan Anak, Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosiliasi, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2012), him. 5.

® Wigiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2013),
him. 166.



1. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agam,
kepribadian dan budi pekerti, pendidikan umum yang diarahkan untuk
membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa
lalu.

2. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan
pengertian akan arti pentingnya hidup masyarakat, dan pada masa tertentu
diberikan kesempatan asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar.

3. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan Kkursus,
latihan kecakapan tertentu sesuai dengan keterampilan dan bakat yang
nantinya akan menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari.

4. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, hidup teratur dan
belajar mentaati peraturan.

5. Bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan dan seni budaya
sebisanya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat
dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang

terjadi diluarnya.

Dalam hal ini peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sangat
penting adanya, karena di dalam lembaga ini narapidana anak haruslah
mendapatkan pembinaan baik fisik, mental, ataupun sosial.” Narapidana anak

dalam hal ini juga harus diperhatikan dalam hal pendidikannya, dalam hal ini

* Bambang Poernomo, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 1982), him. 188.

® Dyana C. Jatnika, Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik
Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat, Share
Social Work Jurnal, Vol5, No.1, him. 18.



Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bekerja sama dengan dinas
pendidikan dan dinas-dinas terkait. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memfokuskan pidana penjara sebagai
prioritas utama dalam menanggani narapidana anak, tetapi lebih kepada sistem
pembinaan yang melibatkan berbagai pihak untuk turut serta dalam memberikan

pembinaan terhadap narapidana anak tersebut.

Pendekatan kesejahteraan sosial ini dijadikan dasar filosofi penanganan
terhadap pelanggaran hukum usia anak, antara lain disebabkan oleh dua faktor

yaitu:®

1. Anak dianggap belum mengerti benar akan kesalahan yang diperbuat,
sehingga sudah sepantasnya mereka diberikan atau diberlakukan
pengurangan hukuman, serta pembedaan pembebanan bagi anak dan orang
dewasa.

2. Dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah untuk
dibina, didasarkan kepada kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan.
Dengan demikian tidak sepantasnya pembinaan terhadap anak didasarkan

pada aspek pembalasan, tetapi lebih mengutamakan aspek rehabilitatif.

Lembaga pemasyarakatan atau dalam hal ini adalah Lembaga Pembinaan
Khusus Anak adalah proses akhir dari sistem peradilan pidana yang berfungsi

untuk melakukan pembinaan, kadangkala pembinaan yang diberikan tidak sesuai

® Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, Analisa Situasi Sistem
Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System), (Jakarta: Unicef, 2004), him. 72.



dengan porsi atau aturan yang ada. Hal ini terkadang dianggap enteng oleh
petugas sehingga proses pembinaan tidak optimal dan bisa jadi malah
menimbulkan benih perbuatan tindak pidana atau pengulangan tindak pidana
dikemudian hari. Pembinaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana
(residivis) ini seharusnya diberikan pembinaan yang ekstra dan berbeda dengan

narapidana anak pada umumnya.

Resdivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan pengulangan tindak
pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan
hukum tetap (in kracht van gewijsde), kemudian melakukan tindak pidana lagi.
Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti faktor sosial maupun

faktor ekonomi.’

Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dengan serangkaian sistem
yang disebut dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang
merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Adapun
komponen dalam sistem tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan menjadi
langkah terakhir sebagai proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan

termasuk dalam hal ini adalah residivis anak.

Seharusnya dengan adanya peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA) dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak ini, diharapkan

" Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2012),
him. 312.



setelah keluar dari lembaga tersebut anak dapat kembali menjalankan aktifitasnya
dengan normal dan tidak lagi mengulangi perbuatan tindak pidana di kemudian
hari. Tetapi tidak sedikit anak yang kemudian melakukan pengulangan tindak
pidana kembali, hal tersebut seringkali di dasari oleh faktor ekonomi ataupun
faktor sosial dari lingkungan anak tersebut sehingga dia kembali melakukan

tindak pidana kembali.

Tentunya dalam melakukan pembinaan, LPKA harus melihat dan
mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, di Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan kewajiban
LPKA dijelaskan dalam Pasal 85 tentang bagaimana melakukan pembinaan
ataupun dalam memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh narapidana anak, harus

memperhatikan beberapa point, yaitu:®

1. Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan,
pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

2. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan,
pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam hal ini peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

khususnya LPKA Kelas Il Yogyakarta dalam melakukan pembinaan terhadap

¥ Lihat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.



residivis anak haruslah harus mendapatkan porsi pembinaan yang ekstra agar
tercapai hasil yang maksimal. Hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan besar
terhadap keefektifan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam
melakukan atau melaksanakan pembinaan terhadap narapidana anak. Kemudian
menjadi perhatian serius juga dalam melakukan pembinaan terhadap terhadap
residivis anak, karena dalam hal ini anak sudah berstatus sebagai pengulang
tindak pidana yang seharusnya diberikan pembinaan khusus atau ekstra agar

mereka tidak mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari.

Hal tersebut menjadi masalah menarik untuk diteliti  oleh penulis.
Dilatarbelakangi masalah tersebut, penulis ingin melakukan kajian mendalam
tentang “PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK
OLEH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS AKAK (LPKA) (STUDI

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS Il YOGYAKARTA)

. Rumusan Masalah
Melihat permasalahan diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai
berikut:

1. Mengapa tidak ada pembedaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga
Pembinaan Khusus Anak terhadap narapidana anak yang berstatus residivis
dengan narapidana anak yang berstatus non-residivis ?

2. Bagaimana seharusnya pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak

terhadap residivis anak agar tercapai tujuan pemidanaan ?



C. Tujuan dan Kegunaan
1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembinaan residivis anak oleh
Lembaga Pembinaan Khusu Anak (LPKA) Kelas Il Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui alasan dan faktor mengapa tidak terdapat pembedaan
pembinaan terhadap narapidana anak yang berstatus residivis.
3. Untuk mengetahui pola pembinaan yang baik untuk narapidana anak yang
berstatus residivis.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk
mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas
penulisan yang akan dilakukan, kemudian menyusun secara teratur dan rapi untuk

dipergunakan dalam keperluan penelitian.®

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan terbatasnya
literatur yang membahas mengenai proses pelaksanaan pembinaan residivis anak
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dikarenakan di Indonesia hanya ada
beberapa daerah yang mempunyai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),
diantaranya adalah LPKA Kelas Il Yogyakarta.

Untuk menghindari kesamaan terhadapat penelitian yang telah ada
sebelumnya, maka penyususn melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian

yang telah penyusun temukan, diantaranya sebagai berikut:

% Gonsuelo G Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Ul Press, 1993), him. 31.



Penelitian yang dilakukan oleh saudara Andi Saputro'® dengan judul “Sistem
Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas 11B Wonosari
Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pembinaan
terhadap anak didik pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam pembinaan terhadap
anak didik pemasyarakatan harus memenuhi hak-hak dari anak tersebut agar
tercipta pembinaan yang optimal dan anak tidak kehilangan hak-haknya.
Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana anak di Rutan kelas 1B
Wonosari melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah tahapan awal yang
didalamnya terdapat proses registrasi dan juga pengenalan kewajiban dan
peraturan Rutan Kelas 1B Wonosari. Tahap lanjutan adalah tahap dimana
narapidana anak mendapatkan pembinaan baik pembinaan kemandirian ataupun
keterampilan. Tahap terakhir adalah tahapan akhir dimana di tahap ini adalah
tahap pembinaan sampai narapidana bebasdari masa tahanannya.™
Program-program pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan
diimplementasikan kegiatan sehari-hari dan rutan kelas 1B Wonosari membuat

jadwal kegiatan sehari-hari untuk anak didik pemasyarakatan. Hak anak didik

1% Andi Saputro, “Sistem Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Rumah Tahanan
Kelas 11B Wonosari Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak™, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

" 1bid, him 75.
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seperti remisi dan bebas bersyarat juga dilaksanakan oleh Rutan Kelas 1IB
Wonosari.*?

Selain itu, karya ilmiah lain yaitu skripsi dari Evorianus Hareva™ dengan
judul “Proses Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta”. Skripsi ini membahas tentang
pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta
yang mana diperoleh data bahwa terdapat penggabungan antara narapidana anak
dan narapidana dewasa. Hal tersebut menjadi pokok masalah dalam skripsi
tersebut yang seharusnya narapidana anak di tempatkan terpisah dari narapidana
dewasa yaitu di lembaga pembinaan khusus anak.

Sesuai dengan UU Pemasyarakatan bahwa dalam melakukan pembinaan
anak ditempatkan tersendiri di LAPAS Anak terpisah dengan LAPAS orang
dewasa. Hak-hak narapidana juga harus diperhatikan seperti hak memperoleh
keamanan dan perlindungan.*

Karya ilmiah lainnya adalah skripsi yang ditulis oleh saudari Eka Nurul
Putriani® dengan judul “Sistem Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Prespektif

Hukum Pidana Islam . Dalam skripsi ini membahas tentang pembinaan terhadap

12 1hid, him 88.

3 Evorianus Hareva, “Proses Pembinaan Terhadap Ana Didik Pemasyarakatan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta”, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Janabadra,
Yogyakarta, 2007.

* Ibid, HIm 71
1> Eka Nurul Putriani, “Sistem Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan

Anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Prespektih Hukum Pidana Islam”, Skripsi,
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.
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narapidana anak dengan merujuk pada dua prespektif yaitu hukum positif dan
hukum islam. Dimana intisari pembahasan dari skripsi ini adalah sistem
pembinaan terhadap narapidana anak di kutoarjo menunjukkan kesamaan terhadap
penerapan tujuan pemidanaan dalam hukum islam yaitu pencegahan (ar-raddu wa
as-zahru) serta kedua adalah perbaikan dalam pengajaran, walaupun terdapat
sedikit terdapat penyalahgunaan terhadap asas persamaan mengenai perlakuan
pembinaan.

Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menggunakan 7 (tujuh) asas
sistem pembinaan diantaranya pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan,
pendidikan, bimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan
kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk
tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pembinaan yang
dilakukan di lembaga pemasyarakatan kutoarja pada intinya selaras dengan tujuan
pemidaan dalam islam.®

Karya ilmiah lainnya yaitu skripsi yang ditulis oleh saudari Mega
Prihartanti’ yang berjudul “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif
Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana
Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)”. Dalam skripsi ini dibahas
mengenai peranan lembaga pemasyarakatan anak kutoarjo yang melakukan

pembinaan terhadap narrapidana anak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang

%8 1bid, HIm. 48.

" Mega Trihartanti, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Kesatuan
Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Khusus Anak Di Lembaga
Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2006.
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Dasar 1945 dan juga perturan serta prinsip pokok pemasyarakatan dan pembinaan
kemasyarakatan yang telah ditentukan. Wujud dari pelaksanaannya adalah
memberikan pembinaan meliputi kegiatan belajar mengajar berupa kelompok
belajar (kejar paket), pendidikan agama, pendidikan olahraga, asimilasi, cuti
menjenguk keluarga, pelepasan bersyarat, cuti menjelang bebas, perpustakaan dan
upaya harmonisasi anak pidana dengan keluarga atau badan sosial.

Dalam  menjalankan  peranannya untu  melakukan, lembaga
pemasyarakatan memberikan program pembinaan meliputi kegiatan belajar
mengajar berupa kelompok belajar (kejar paket), pendidikan agama, pendidikan
olahraga dan rekreasi, asimilasi, cuti menjenguk keluarga, pelepasan bersyarat,
cuti menjelang bebas, perpustakaan dan upaya harmonisasi anak pidana dengan
keluarga atau badan sosial. Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan, lembaga
pemasyarakatan kutoarjo menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan
makanan.*®

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis  membahas tentang
pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak serta kendala-kendala dalam
melakukan pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas Il Yogyakarta. Pembinaan yang dilakukan LPKA Kelas I
Yogyakarta diantaranya adalah pembinaan pendidikan, keagamaan, keterampilan,
maupun kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sepengetahuan

penulis belum ada penelitian yang membahas tentang permasalahan yang penulis

18 1bid, him. 84.
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angkat dalam bentuk skripsi ini, oleh karena itu maka penulis mengangkat
permasalahan tersebut untuk dijadikan penelitian.
E. Kerangka Teoritik
1. Teori Pemidanaan
Pelaksanaan pembinaan Residivis Anak tidak lepas dari agar

tercapainya tujuan pemidanan. Teori tujuan pemidanan dapat dikelompokkan
menjadi 3 (tiga) teori utama, yaitu'®:
a. Teori absolut atau teori pembalasan (Vergeldingstheorie)

Menurut teori ini pidana atau hukuman adalah sebagai sesuatu hal
yang mutlak diberikan atau dijatuhkan kepada orang yang melakukan
suatu tindak pidana. Pidana adalah sebagai pembalasan atas kejahatan
yang merugikan orang lain yang telah dilakukannya. Pidana merupakan
imbalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga setiap tindak
pidana yang dilakukan haruslah dibalas dengan hukuman, untuk
memuaskan orang yang telah dirugikannya. Dengan demikian setiap
orang yang telah melakukan tindak pidana haruslah mendapatkan
pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya.

b. Teori relatif atau teori tujuan (Utilitarian/doel theorien)

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan
absolut dari keadilan. Pembalasan merupakan saran untuk melindungi
kepentingan masyarakat dan mengurangi frekuensi kejahatan. Teori

relatife juga dikenal dengan teori tujuan (utilitarian theory) dimana

19°5 R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya, (Jakarta:
Ahaem-Patehaem, 1996), him.58-61.



14

pidana dijatuhkan bukan karena orang itu telah membuat kejahatan (quia
peccatum est) tetapi supaya orang itu janagn melakukan kejahatan itu
lagi (nepeccetur). Menurut teori relatif tujuan pidana adalah untuk
mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu dengan kata
lain pidana yang dijatuhkan kepada si pelakukejahatan bukanlah untuk
membalas kejahatannya, melainkan untuk memelihara kepentingan
umum.
c. Teori Integratif (Vereenigings Theorie)

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut
teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya
yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari
pemidanaan. Teori “integratif” (teori gabungan) pada dasarnya adalah
gabungan dari teori absolut dan teori relatif kedua. Gabungan dari dua
teori di atas mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk
memperbaiki pribadi si penjahat.

Dengan memperhatikan teoriteori di atas dapat disimpulkan bahwa
tujuan pemidanaan adalah Menjerakan penjahat Membinasakan atau
membuat tak berdaya lagi si penjahat Memperbaiki pribadi si penjahat.?

2. Teori Pembinaan
Pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak
jika dilihat dari system peradilan merupakan bagian akhir dari tata peradilan

pidana, berarti keseluruhan program pembinaan terhadap anak didik

% 1bid
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pemasyarakatan selalu mengarah kepada proses pengembalian anak didik
pemasyarakatan ketengah-tengah masyarakat.

Menurut Saharjo dalam Dwidja Priyanto mengemukakan bahwa hukum
adalah sebagai pengayoman. Maksudnya adalah hukum ini tidak hanya
bertujuan sebagai pembalasan saja melainkan juga harus disertai dengan
pembinaan terhadap orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang agar
setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi
orang dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.?

Saharjo Menambahkan bahwa Narapidana adalah orang tersesat,
mempunyai waktu untuk bertobat, pertobatan tidak dapat dicapai dengan
penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Berdasarkan pengertian
narapidana menurut saharjo bahwa perlakuan yang seharusnya diberikan
kepada narapidana itu bukanlah dengan penyiksaan melainkan dengan
pembinaan karena narapidana itu merupakan orang yang tersesat yang butuh
pertolongan untuk mengembalikan mereka kedalam kehidupan yang lebih
baik lagi.

Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990
tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang

yakni:?

2 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua,
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), him. 97.

22 Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri,
(Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), him. 18-21.
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a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi :

1) Pembinaan Kesadaran Beragama.

2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

3) Pembinaan Kemampuan Intelektual.

4) Pembinaan Kesadaran Hukum.

5) Pembinaan Mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

b. Pembinaan Kemandirian yang meliputi :

1) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan
tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat
elektronika dan sebagainya.

2) Ketrampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya
pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam
menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.

3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para
narapidana masing-masing.

4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan
pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau
teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan
sebagainya.

F. Metode Penelitian
Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah
direncanakan, maka membutuhkan suatu metode penelitian yang berfungsi

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, yaitu:
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1. Jenis penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan
(field research) yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara
langsung terhadap sistem pembinaan narapidana anak di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 11 Yogyakarta.
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian yang
bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis akan menyajikan
data-data yang ada di lapangan menjadi sistematika sehingga lebih mudah
untuk dipahami dan disimpulkan. %
Dalam hal ini penelitian yang dimaksudkan untuk meberikan gambaran
yang jelas tentang proses pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas Il Yogyakarta dan
memberikan data tentang permasalahan yang ada di lapangan.
3. Pendekatan penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat
yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan
memperhatikan Undang-Undang yang berlaku dihubungkan dengan fakta-
fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.
4. Objek Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memfokuskan objek

penelitiannya sebagai berikut:

2% Saifusin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), him 8.
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a. Proses pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak oleh Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas Il Yogyakarta.

b. Permasalahan dan Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
Kelas Il Yogyakarta dalam melakukan pembinaan terhadap residivis
anak.

5. Teknik Pengumpulan Data
Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research)
melalui:

a. Wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian.

b. Dokumentasi.

c. Observasi

Bahan hukum sekunder diperolen melalui studi kepustakaan yang
memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi peraturan
perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media masa, dan kamus

serta data yang tersedia.?

6. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan
untuk memberikan pemahaman yang jelas, lengkap, dan komprehensif
yang diperoleh langsung dari pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA) Kelas Il Yogyakarta.

?* Rony Hanitiji Soemitro, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), him. 24.
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b. Data sekunder
Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan
yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi
peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media masa,
dan kamus serta data yang tersedia.?®
Adapun peraturan perundang-undangan atau peraturan lain
yang dipakai adalah :
1) Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak
4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan
Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
7. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-
bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi
bahan informasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis.
Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dilaporkan apa adanya dan

diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

% 1bid.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan penelitian ini secara runtun terdiri dari lima bab, antara lain
sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang didalamnya mencangkup bahasan
antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika
penelitian.

Bab kedua, pembinaan residivis anak dalam ranah peraturan perundang-
undangan dan tujuan pemidanaan. Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian
residivis, pembinaan terhadap residivis, dan tujuan pemidanaan.

Bab ketiga, Pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak oleh LPKA Kelas
Il Yogyakarta, dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum LPKA
Kelas Il Yogyakarta, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
kewajiban dan hak-hak narapidana anak, dan membahas mengenai pelaksanaan
pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas Il Yogyakarta.

Bab keempat, analisis pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak oleh
lembaga pembinaan khusus anak Kelas Il Yogyakarta. Dalam bab ini akan di
bahas mengenai analisis proses pelaksaan pembinaan terhadap residivis anak dan
kendala-kendala yang di hadapi dalam melakukan pembinaan terhadap residivis
anak serta pola pembinaan yang relevan dan ideal bagi residivis anak.

Bab kelima, penutup yaitu akan di uraikan hasil analisis berupa kesimpulan

dan saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melakukan pembinaan khususnya untuk narapidana anak yang
berstatus residivis, LPKA Kelas Il Yogyakarta tidak membedakan pembinaan
antara anak yang berstatus residivis dengan non residivis. Hal tersebut
dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu sarana dan prasarana, sumber daya
manusia, peraturan perundang-undangan.

Agar tercapai tujuan pemidanaan yaitu selain sebagai efek jera juga untuk
merubah pribadi narapidana menjadi lebih baik dan mencegah pengulangan tindak
pidana kembali, dibutuhkan proses pembinaan yang relevan dan ideal bagi
residivis anak. Dengan memberikan porsi yang lebih dalam pembinaan dan
bimbingan terhadap residivis anak diharapkan dapat memberikan hasil yang
maksimal dan tercapainya tujuan pemidanaan. Pembinaan dan bimbingan yang
dapat dilakukan adalah bimbingan mental, bimbingan sosial, bimbingan
keterampilan, dan bimbingan lainya yang menyangkut perawatan kesehatan dan
seni budaya.

B. Saran

Melihat fakta dan data yang ada terkait dengan pembinaan terhadap
residivis anak yang dilakukan oleh LPKA Kelas Il Yogyakarta, sangat perlu
adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait

dengan pola pembinaan terhadap residivis anak. Hal itu bertujuan agar terdapat
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kejelasan dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang berstatus residivis dan
dapat maksimal dalam melakukan pembinaan.

Seharusnya LPKA Kelas Il Yogyakarta dapat memberikan pembinaan
secara khusus dan maksimal terhadap residivis anak walaupun belum terdapat
undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pola pembinaan terhadap
residivis anak.

Hal tersebut bertujuan untuk tercapainya tujuan pidana sesuai dengan teori
relatif, yaitu selain sebagai efek jera dan mencegah timbulnya pengulangan
kejahatan di kemudian hari jugauntuk memperbaiki pribadi narapidana agar lebih

baik lagi dan dapat di terima di dalam masyarakat.
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